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PENTINGNYA MENJAGA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK KELAS XI SMA

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang sering kita sebut NKRI,
bukanlah sekadar nama atau wilayah geografis semata. Ia adalah hasil
perjuangan panjang para pahlawan bangsa, sebuah wadah tempat jutaan
jiwa dari Sabang sampai Merauke bernaung, serta sebuah cita-cita luhur
yang terus diperjuangkan dari generasi ke generasi. NKRI didirikan di atas
landasan keberagaman yang luar biasa, baik dari segi suku, agama, ras, dan
antargolongan, yang kemudian disatukan oleh Pancasila sebagai dasar dan
ideologi negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu.

Namun, keberadaan NKRI yang kokoh ini tidak serta-merta datang tanpa
tantangan. Seiring dengan dinamika zaman, baik internal maupun eksternal,
ancaman terhadap keutuhan NKRI selalu ada dan terus berevolusi. Dari
sejarah perjuangan kemerdekaan, berbagai gerakan separatisme, hingga
ancaman kontemporer seperti penyebaran ideologi radikal, berita bohong
(hoaks), dan disintegrasi sosial, semuanya menuntut kesadaran dan
partisipasi aktif seluruh elemen bangsa untuk menjaganya. Oleh karena itu,
memahami pentingnya menjaga NKRI bukan hanya menjadi kewajiban bagi
pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral bagi setiap
warga negara, khususnya generasi muda yang akan menjadi penerus
estafet kepemimpinan bangsa.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini secara mendalam, diharapkan peserta didik

mampu:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan hakikat serta karakteristik Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan komprehensif.

2. Menganalisis berbagai elemen penyusun dan perekat NKRI, seperti
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara,
serta perannya masing-masing.

3. Mengevaluasi tantangan dan ancaman, baik internal maupun eksternal,
yang berpotensi mengganggu keutuhan NKRI di era kontemporer.

4. Mengembangkan kesadaran kritis terhadap pentingnya menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks kehidupan sehari-hari.

5. Menganalisis peran dan tanggung jawab individu serta kolektif dalam
upaya menjaga keutuhan NKRI.

6. Merumuskan strategi personal dan komunal untuk berkontribusi aktif
dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI.

7. Menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, toleransi, dan
gotong royong sebagai wujud nyata kecintaan terhadap tanah air.
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C. KONTEKS PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)

Pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dalam materi ini

menekankan pada pemahaman yang utuh, kontekstual, dan kemampuan

untuk mengaplikasikan konsep-konsep kunci dalam berbagai situasi. Ini

berarti peserta didik tidak hanya menghafal fakta-fakta sejarah atau definisi,

melainkan didorong untuk:

1. Memahami "mengapa" dan "bagaimana" NKRI terbentuk, dijaga, dan
dipertahankan.

2. Menghubungkan teori dan konsep dengan realitas sosial, politik, dan
ekonomi yang terjadi di Indonesia.

3. Mengembangkan kemampuan berpikir analitis, kritis, dan reflektif
terhadap berbagai isu kebangsaan.

4. Mampu melakukan sintesis informasi dari berbagai sumber untuk
membentuk pandangan yang komprehensif.

5. Menciptakan solusi inovatif atau tindakan nyata sebagai bentuk
kontribusi dalam menjaga keutuhan NKRI.

Dengan demikian, pembelajaran ini bertujuan untuk membentuk warga

negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki

kesadaran moral dan komitmen kuat terhadap masa depan bangsa.

HAKIKAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRTI)

A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah
negara yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan kesatuan, di
mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Sebagai negara kesatuan, kekuasaan tertinggi
berada di tangan pemerintah pusat, yang kemudian dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada daerah otonom. Ini berbeda dengan
negara federal yang memiliki pembagian kekuasaan lebih jelas antara
pemerintah pusat dan negara-negara bagian.

Karakteristik utama NKRI antara lain:

1. Bentuk Negara Kesatuan: Artinya, Indonesia tidak terdiri dari negara-
negara bagian yang berdaulat sendiri, melainkan satu kesatuan wilayah
yang utuh dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah pusat memegang
kendali penuh atas jalannya pemerintahan, meskipun ada desentralisasi
kekuasaan kepada pemerintah daerah.

2. Bentuk Pemerintahan Republik: Kepala negara dipilih oleh rakyat atau
perwakilannya dalam jangka waktu tertentu, bukan berdasarkan
keturunan. Di Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan
adalah seorang presiden.

3. Kedaulatan Rakyat: Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang
diwujudkan melalui pemilihan umum dan lembaga perwakilan rakyat
(DPR, DPD).

4. Berdasarkan Pancasila: Pancasila adalah dasar negara, ideologi
nasional, dan pandangan hidup bangsa yang menjadi landasan filosofis
bagi seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
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5. Konstitusi UUD 1945: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan negara.

6. Bhinneka Tunggal Ika: Semboyan ini mencerminkan keberagaman yang
dimiliki Indonesia, baik dari suku, agama, ras, bahasa, dan budaya,
namun tetap bersatu sebagai satu bangsa.

B. SEJARAH PEMBENTUKAN NKRI DAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN

Pembentukan NKRI bukanlah peristiwa instan, melainkan puncak dari
sebuah perjalanan sejarah yang panjang dan penuh pengorbanan. Dimulai
dari kerajaan-kerajaan Nusantara yang megah, kedatangan bangsa
penjajah yang merampas kedaulatan, hingga bangkitnya kesadaran
nasional pada awal abad ke-20.

Beberapa titik penting dalam sejarah pembentukan NKRI meliputi:

1. Masa Pra-Kolonial: Kekuasaan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya
dan Majapahit yang telah menunjukkan konsep persatuan di bawah satu
kekuasaan meskipun belum dalam kerangka negara modern.

2. Masa Kolonialisme: Penjajahan oleh Belanda (dan sesekali Portugis,
Inggris, Jepang) selama lebih dari tiga setengah abad menumbuhkan
rasa senasib sepenanggungan dan semangat perlawanan.

3. Kebangkitan Nasional: Dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada
1908, diikuti oleh berbagai organisasi pergerakan nasional yang
menyemai benih-benih nasionalisme dan persatuan. Sumpah Pemuda
1928 menjadi tonggak penting pengakuan "satu tanah air, satu bangsa,
dan satu bahasa: Indonesia".

4. Pendudukan Jepang: Meskipun singkat, masa pendudukan Jepang
(1942-1945) secara tidak langsung mempersiapkan Indonesia menuju
kemerdekaan dengan pelatihan militer dan birokrasi, serta janji
kemerdekaan.

5. Proklamasi Kemerdekaan: Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang menandai lahirnya
negara baru yang berdaulat.

6. Pembentukan Negara: Sehari setelah proklamasi, pada 18 Agustus
1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan
UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta menetapkan
dasar-dasar awal bagi pemerintahan NKRI.

7. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan: Setelah proklamasi,
Indonesia masih harus berjuang melawan upaya Belanda untuk kembali
berkuasa melalui perang kemerdekaan (1945-1949), yang akhirnya
diakui kedaulatannya secara penuh pada Konferensi Meja Bundar.

LANDASAN YURIDIS DAN KONSTITUSIONAL NKRI (UUD 1945, PANCASILA)

Keberadaan NKRI memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yang

menjamin eksistensi dan keberlangsungannya.

1. Pancasila: Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila
merupakan landasan filosofis bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara.
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a. Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) menjamin kebebasan
beragama dan toleransi antarumat beragama.

b. Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menekankan
penghargaan terhadap martabat manusia dan keadilan universal.

c. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) secara eksplisit menegaskan
pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Ini adalah inti dari
menjaga NKRI.

d. Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) menekankan
demokrasi yang berdasarkan musyawarah mufakat.

e. Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)
bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga
negara tanpa kecuali.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945): Merupakan konstitusi negara, sumber hukum tertinggi, dan
pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara jelas menyatakan tujuan

negara dan bentuk negara "Negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha

Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Ini adalah fondasi yuridis

yang tak tergantikan.

a. Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 secara tegas menyatakan: "Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Ayat
ini adalah penegasan konstitusional yang paling fundamental
mengenai bentuk negara Indonesia.

b. Pasal-pasal lainnya dalam UUD 1945 mengatur berbagai aspek
kehidupan bernegara, mulai dari hak dan kewajiban warga negara,
bentuk dan susunan pemerintahan, hingga sistem perekonomian,
yang semuanya dirancang untuk menjaga dan memperkuat NKRI.

ITII. ELEMEN-ELEMEN PENYUSUN DAN PEREKAT NKRI

NKRI dapat kokoh berdiri karena adanya elemen-elemen fundamental yang
tidak hanya menyusunnya secara struktural, tetapi juga merekatnya secara
kultural dan ideologis.

A. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL
Pancasila adalah tiang utama penyangga NKRI. Ia bukan hanya sekumpulan
lima sila, melainkan sebuah filosofi hidup yang mendalam yang digali dari
nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila
memberikan arah dan pijakan bagi setiap kebijakan dan tindakan
pemerintah. Sebagai ideologi nasional, Pancasila menyatukan berbagai
pandangan hidup, kepercayaan, dan suku bangsa dalam satu visi bersama.
Tanpa Pancasila, keutuhan NKRI akan sangat rapuh karena tidak ada lagi
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pedoman nilai yang dapat diterima oleh semua elemen bangsa.
Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi,
gotong royong, musyawarah, dan keadilan, adalah wujud nyata dari
menjaga NKRI.

BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI SEMBOYAN DAN SEMANGAT
PERSATUAN

Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti "Berbeda-beda tetapi Tetap
Satu" adalah cerminan paling otentik dari realitas Indonesia. Negara kita
adalah mozaik raksasa dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, beragam
bahasa daerah, dan kepercayaan agama yang berbeda. Semboyan ini
mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan bukanlah penghalang,
melainkan kekayaan yang harus disyukuri dan dijaga. Semangat Bhinneka
Tunggal Ika menuntut kita untuk saling menghargai, menghormati, dan
hidup berdampingan secara damai, meskipun ada perbedaan. Tanpa
semangat ini, keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan bisa
menjadi sumber perpecahan.

UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA

UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan operasional
bagi penyelenggaraan negara. Ia mengatur hak dan kewajiban warga
negara, struktur pemerintahan, sistem politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai
konstitusi, UUD 1945 memastikan adanya kepastian hukum, mengatur
batas-batas kekuasaan, dan melindungi hak-hak dasar rakyat. Ketaatan
terhadap UUD 1945 berarti kita menjamin stabilitas politik dan hukum, yang
sangat vital bagi keutuhan NKRI. Setiap upaya untuk mengubah atau
melanggar konstitusi di luar prosedur yang sah adalah ancaman serius
terhadap NKRI.

. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI KONSEPSI GEOPOLITIK

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri
dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep ini
menegaskan bahwa kepulauan Indonesia dengan segala isinya adalah satu
kesatuan wilayah, satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu
kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan
Nusantara mengikat seluruh wilayah dan penduduk Indonesia sebagai satu
entitas yang tidak terpisahkan, baik secara geografis, historis, maupun
ideologis. Ini adalah konsepsi penting untuk mempertahankan integritas
wilayah dan kedaulatan NKRI.

KEBUDAYAAN NASIONAL SEBAGAI PEREKAT BANGSA

Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah yang
diterima dan diakui sebagai identitas bangsa. Kebudayaan nasional
mencakup nilai-nilai luhur, tradisi, seni, bahasa, dan gaya hidup yang
diwarisi secara turun-temurun dan menjadi ciri khas Indonesia. Dengan
melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional, kita memperkuat
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rasa memiliki dan identitas bersama sebagai bangsa Indonesia. Kesenian
tradisional, kuliner khas, upacara adat, dan bahasa Indonesia adalah bagian
dari kebudayaan nasional yang mempersatukan dan memperkaya jiwa
bangsa.

F. BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PERSATUAN

Bahasa Indonesia adalah salah satu elemen perekat NKRI yang paling
konkret. Di tengah keberagaman ratusan bahasa daerah, Bahasa Indonesia
hadir sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara seluruh suku
bangsa. Pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah
dikumandangkan sejak Sumpah Pemuda 1928. Dengan menguasai dan
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita tidak hanya
mempermudah komunikasi, tetapi juga memperkuat rasa persaudaraan dan
kebanggaan sebagai satu bangsa. Bahasa Indonesia telah menjadi identitas
yang melekat pada setiap warga negara.

IV. TANTANGAN DAN ANCAMAN TERHADAP KEUTUHAN NKRI

Menjaga NKRI berarti kita harus selalu waspada terhadap berbagai tantangan
dan ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
Tantangan ini bisa datang dari dalam negeri maupun dari luar.

A. TANTANGAN INTERNAL
1. Disintegrasi Bangsa (SARA, Separatisme, Radikalisme):

a. SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan): Perpecahan yang
dipicu oleh isu-isu SARA seringkali menjadi pemicu konflik horizontal
yang mengancam keutuhan bangsa. Polarisasi yang tajam
berdasarkan identitas kelompok dapat merusak sendi-sendi
persatuan.

b. Separatisme: Gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari
NKRI, seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah, merupakan
ancaman langsung terhadap integritas teritorial dan kedaulatan
negara.

Cc. Radikalisme dan Ekstremisme: Paham-paham yang menolak
Pancasila, UUD 1945, dan kebinekaan, serta ingin mengganti
ideologi negara dengan ideologi lain, merupakan ancaman serius.
Paham radikal seringkali berujung pada kekerasan dan terorisme.

2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Praktik KKN merusak sendi-sendi
pemerintahan dan keadilan, menimbulkan ketidakpercayaan rakyat
terhadap negara, serta menghambat pembangunan. Korupsi yang masif
dapat melemahkan kapasitas negara untuk melayani rakyat dan
mempertahankan diri dari ancaman.

3. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial: Ketimpangan ekonomi antara
kelompok kaya dan miskin, antara kota dan desa, atau antarwilayah,
dapat memicu kecemburuan sosial, frustrasi, dan pada akhirnya
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berpotensi menimbulkan kerusuhan atau konflik. Keadilan sosial adalah
prasyarat penting bagi stabilitas NKRI.

Degradasi Moral dan Etika Bangsa: Penurunan nilai-nilai luhur, seperti
kejujuran, integritas, rasa hormat, dan gotong royong, dapat
melemahkan karakter bangsa. Hedonisme, individualisme, dan
lunturnya semangat kebangsaan dapat membuat generasi muda apatis
terhadap nasib bangsanya.

Polarisasi Politik dan Ideologi: Persaingan politik yang terlalu tajam,
ditambah dengan polarisasi ideologi yang ekstrem, dapat memecah
belah masyarakat. Ketidakmampuan untuk menerima perbedaan
pandangan politik secara dewasa dapat berujung pada konflik dan
disfungsi pemerintahan.

B. TANTANGAN EKSTERNAL

1.

Pengaruh Ideologi Asing: Masuknya ideologi-ideologi yang
bertentangan dengan Pancasila, baik itu ideologi ekstrem kiri maupun
ekstrem kanan, dapat merusak tatanan sosial dan politik Indonesia.
Globalisasi memudahkan penyebaran ideologi ini melalui berbagai
media.

Agresi dan Ancaman Kedaulatan Negara Lain: Meskipun relatif kecil,
ancaman militer atau klaim wilayah oleh negara lain selalu menjadi
potensi bahaya. Konflik perbatasan, sengketa wilayah laut, atau
spionase militer adalah contoh ancaman kedaulatan.

Kejahatan Lintas Negara (Terorisme, Narkoba, Perdagangan Manusia):
Kejahatan transnasional ini tidak mengenal batas negara. Jaringan
terorisme internasional, peredaran narkoba global, dan praktik
perdagangan manusia dapat merusak keamanan nasional, merugikan
masyarakat, dan melemahkan negara.

Cyber Warfare dan Hoaks: Serangan siber terhadap infrastruktur vital
negara atau penyebaran informasi palsu (hoaks) yang masif melalui
internet dapat mengganggu stabilitas nasional, memecah belah
masyarakat, dan bahkan memicu kekacauan sosial. Perang informasi
menjadi ancaman serius di era digital.

Krisis Global (Lingkungan, Ekonomi, Pandemi): Krisis yang terjadi di
tingkat global, seperti perubahan iklim, resesi ekonomi global, atau
pandemi penyakit, dapat berdampak langsung pada ketahanan nasional
Indonesia. Ketergantungan ekonomi global atau bencana lingkungan
dapat menguiji stabilitas NKRI.
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PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WARGA NEGARA DALAM MENJAGA KEUTUHAN

NKRI

Menjaga keutuhan NKRI adalah tugas bersama yang melibatkan seluruh elemen
bangsa, mulai dari pemerintah hingga individu warga negara.

A. PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA NEGARA

1.

Pemerintah Pusat: Bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan
nasional, menjaga stabilitas politik dan keamanan, menegakkan hukum,
serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Membangun
infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM, dan menjaga hubungan
internasional yang baik adalah bagian dari upaya ini.

Pemerintah Daerah: Bertanggung jawab dalam menjalankan otonomi
daerah, memberikan pelayanan publik, serta menjaga kerukunan dan
ketertiban di wilayahnya.

TNI dan Polri: Merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan
wilayah, keamanan dalam negeri, serta melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman internal dan eksternal.
Lembaga Hukum (Kejaksaan, Pengadilan): Bertanggung jawab dalam
penegakan hukum vyang adil dan tanpa pandang bulu untuk
menciptakan kepastian hukum dan keadilan.

Lembaga Pendidikan: Bertugas untuk menanamkan nilai-nilai
kebangsaan, Pancasila, dan semangat persatuan kepada generasi
muda.

B. PERAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Masyarakat sipil, melalui berbagai organisasi kemasyarakatan, memiliki
peran krusial dalam:

1.

2.
3.

4.

5.

Membangun toleransi dan kerukunan antarumat beragama, suku, dan
golongan.

Mengadakan kontrol sosial terhadap pemerintah dan lembaga negara.
Berpartisipasi aktif dalam pembangunan, seperti melalui kegiatan sosial,
pendidikan, dan lingkungan.

Menyaring informasi dan melawan penyebaran hoaks serta ideologi
radikal.

Mendorong dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik.

C. PERAN GENERASI MUDA (PELAJAR SMA)
Generasi muda, khususnya pelajar SMA, memegang peranan sangat vital
karena mereka adalah pewaris dan penentu masa depan bangsa.

1.

Menghayati dan Mengamalkan Pancasila: Memahami setiap sila
Pancasila bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai pedoman hidup
sehari-hari, baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat.

Menjaga Persatuan dan Kesatuan: Menghindari perbuatan yang dapat
memecah belah, seperti membeda-bedakan teman berdasarkan suku,
agama, atau latar belakang sosial. Mengembangkan sikap inklusif dan
gotong royong.
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VI.

3. Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan: Belajar dengan giat,
berinovasi, berkreasi, dan berkontribusi positif melalui kegiatan positif
di sekolah maupun komunitas. Misalnya, menjadi agen perubahan
dalam menjaga lingkungan atau mempromosikan budaya lokal.

4. Mengembangkan Sikap Toleransi dan Menghargai Keberagaman:
Menerima perbedaan sebagai sebuah kekayaan, bukan sebagai
hambatan. Belajar dari kebudayaan lain dan menghormati keyakinan
orang lain.

5. Melawan Hoaks dan Radikalisme: Bersikap kritis terhadap informasi
yang diterima, tidak mudah percaya pada kabar bohong, serta
melaporkan konten radikal atau provokatif. Mempromosikan literasi
digital yang sehat.

6. Membangun Kesadaran Bela Negara: Memahami bahwa bela negara
tidak hanya melalui angkat senjata, tetapi juga melalui prestasi di
bidang pendidikan, menjaga lingkungan, taat hukum, serta
berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

STRATEGI DAN UPAYA PENJAGAAN NKRI MELALUI PEMBELAJARAN MENDALAM

Pendekatan pembelajaran mendalam menekankan bahwa upaya menjaga NKRI
harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh aspek
kehidupan.

A. PENDIDIKAN KARAKTER DAN PANCASILA

Penguatan pendidikan karakter yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sejak
dini, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Ini
mencakup penanaman nilai religiusitas, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja
keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan,
cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai,
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.
Pembelajaran Pancasila tidak lagi bersifat dogmatis, tetapi mengajak siswa
untuk berpikir kritis dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

B. PENGUATAN NASIONALISME DAN PATRIOTISME
Menumbuhkan rasa cinta tanah air (nasionalisme) dan semangat rela
berkorban demi bangsa dan negara (patriotisme) melalui:
1. Pembelajaran sejarah yang inspiratif dan relevan.
2. Pengenalan dan apresiasi terhadap kebudayaan lokal dan nasional.
3. Mengembangkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri.
4. Partisipasi dalam upacara bendera dan peringatan hari besar nasional
dengan penghayatan.

C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI LOKAL
Mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui program-program
pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, serta pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ketika masyarakat sejahtera,
potensi konflik sosial akibat ketidakpuasan dapat diminimalisir.
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Pembelajaran mendalam akan mengajak siswa untuk mengidentifikasi
masalah ekonomi di lingkungan mereka dan mencari solusi yang inovatif.

PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN

Mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, tanpa tebang pilih, dan
konsisten. Penegakan hukum vyang tegas terhadap pelaku korupsi,
terorisme, separatisme, dan kejahatan lainnya adalah mutlak untuk
menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Hal ini juga berarti
menjamin hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

PENINGKATAN KETAHANAN NASIONAL

Membangun ketahanan nasional yang tangguh di berbagai aspek:

1. Ketahanan Ideologi: Dengan terus membumikan Pancasila.

2. Ketahanan Politik: Dengan demokrasi yang sehat dan partisipatif.

3. Ketahanan Ekonomi: Dengan kemandirian ekonomi dan keadilan.

4. Ketahanan Sosial Budaya: Dengan melestarikan nilai-nilai luhur dan
mengembangkan budaya nasional.

5. Ketahanan Pertahanan Keamanan: Dengan memperkuat TNI dan Polri
serta melibatkan seluruh komponen bangsa dalam sistem pertahanan
semesta.

DIPLOMASI AKTIF DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, aktif berperan dalam
forum internasional untuk menjaga perdamaian dunia, serta
memperjuangkan kepentingan nasional di kancah global. Diplomasi yang
kuat dapat mencegah konflik, menarik investasi, dan meningkatkan citra
positif Indonesia.

VII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah keharusan
yang bersifat multidimensional. NKRI adalah warisan perjuangan para
pahlawan yang harus terus dipertahankan dan diisi dengan pembangunan
yang berkeadilan. Keutuhan NKRI berdiri kokoh di atas pilar Pancasila
sebagai dasar dan ideologi, UUD 1945 sebagai konstitusi, Bhinneka Tunggal
Ika sebagai semboyan pemersatu, serta Wawasan Nusantara sebagai
konsepsi geopolitik. Berbagai tantangan dan ancaman, baik internal maupun
eksternal, akan senantiasa menguiji ketahanan bangsa. Oleh karena itu,
diperlukan peran serta aktif dari seluruh komponen bangsa, khususnya
generasi muda, melalui penghayatan nilai-nilai kebangsaan, sikap toleransi,
partisipasi dalam pembangunan, dan kesadaran bela negara dalam arti luas.
Pendekatan pembelajaran mendalam memastikan bahwa pemahaman
tentang pentingnya menjaga NKRI tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga
memicu aksi nyata dan komitmen jangka panjang.
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B. REFLEKSI DAN HARAPAN

Materi ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi para pelajar untuk
mengembangkan kesadaran kebangsaan yang lebih mendalam. Bukan
hanya sekadar mengetahui, tetapi juga merasakan dan menginternalisasi
nilai-nilai luhur yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Harapan
besar terletak pada pundak generasi muda, agar mereka mampu menjadi
agen perubahan, pelopor persatuan, dan garda terdepan dalam menjaga
keutuhan NKRI di tengah gempuran globalisasi dan berbagai tantangan
kontemporer. Mari kita bersama-sama jadikan NKRI bukan hanya sebagai
tempat tinggal, tetapi sebagai rumah bersama yang aman, damai, adil, dan
sejahtera untuk selamanya. Semangat menjaga NKRI adalah semangat
menjaga masa depan Indonesia.
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